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Abstrak
 

Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan

terjangkau. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengubah

tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang berakibat terhadap pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah

tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta bentuk pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan tanggung jawabnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif yang disempurnakan dengan perbandingan contoh Badan/Lembaga yang ada di negara lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kewenangan Pemerintah Daerah akibat

pembagian urusan kewenangan konkuren yang dapat menghambat penyediaan rumah bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. Maka dari itu, perlu ada bentuk pelaksanaan untuk melengkapi peran Pemerintah

Daerah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bentuk pelaksanaan tersebut

adalah dengan pembentukan dan/atau penunjukan Badan Pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah. Tingkat

Pusat dilakukan dengan melakukan penunjukan Perum Perumnas oleh Pemerintah Pusat dan di daerah

dilakukan pembentukan atau penugasan Badan Pelaksana oleh pemerintah daerah dalam bentuk Badan

Usaha Milik Daerah.

<hr>

Provision of Houses for Low-Income Communities is the responsibility of the Central Government and

Regional Governments so that people are able to live and inhabit decent and affordable homes. The

enactment of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government changed the duties and authority

of the Regional Government which resulted in the implementation of the Government's responsibilities. This

study discusses the authority of the Regional Government before and after the enactment of Law Number 23

Year 2014 and the form of implementation by the Regional Government to carry out its responsibilities. The

research method used is a normative legal research method that is refined by comparing examples of

agencies/institutions in other countries.

The results of this study indicate that there is a change in the authority of the Regional Government due to

the distribution of concurrent authority functions that can hinder the provision of housing for Low-Income

Communities. Therefore, there needs to be a form of implementation to complement the role of the Regional

Government in providing housing for Low-Income Communities. The form of implementation is the

establishment and/or appointment of Implementing Agency at the Central and Regional levels. The Central

Level is carried out by the appointment of Perum Perumnas by the Central Government and in the regions
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the establishment or assignment of the Implementing Agency by the regional government in the form of

Regional Owned Enterprises.


